
BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR a. TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI MOJOKERTO,

a. bahwa pertambangan mineral bukan logam dan
batuan merupakan kekayaan alam tak terbarukan
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat
hidup orang banyak dan memberikan nilai tambah
secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi daerah
dan pembangunan daerah, sehingga perlu ditata
pengelolaan, baik untuk pemanfaatan maupun
pengusahaannya;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan
mineral bukan logam dan batuan yang bertanggung
jawab dan tidak menimbulkan dampak pada
lingkungan hidup serta sebagai tindak lanjut
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(8) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
perlu merumuskan peraturan mengenai tata cara dan
persyaratan pemberian ijin usaha pertambangan
mineral bukan logam dan batuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat
Mineral Bukan Logam dan Batuan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
























































































































































